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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| SALINAN
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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 367 /PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR :364/PP.02.1-Kpt/64 /Prov/VIII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Timur Terjadinya
Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum Nomor Register
07/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018
memerintahkan kepada Para Pihak untuk
melaksanakan isi Kesepakatan sebagaimana
dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai
Kesepakatan Nomor Permohonan
07/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018,;

b. bahwa untuk berdasarkan Surat Keputusan
Komisi pemilihan Umum provinsi Kalimantan
Timur Nomor ; 366/PP.02.1-
Kpt/64 /Prov/VII/2018 tenf';ﬁg Pelaksanaan
Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Atas Terjadinya
Kesepakatan Mediasi - Pgnyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum Nomor Register
07/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan
huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Timur tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor :




Mengingat

364 /PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018 tentang
Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota
DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukkan Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor
1106);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014




tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen  Pemilihan Aceh dan  Komisi
Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2019;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU RI - nomor 961/FPL.01.9-
Kpt.06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis
Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar
Calon Sementara Serta Penyusunan dan

Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan




Memerhatikan

Menetapkan

411 5

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota;

Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimatan
Timur Nomor : 448 /PL/02.1-
BA/64/PROV/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018
Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum
Tahun 2019;

Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor
Permohonan: 07/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;
Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum
provinsi Kalimantan Timur Nomor : 366/PP.02.1-
Kpt/64/Prov/VIII/2018 tentang Pelaksanaan
Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Atas Terjadinya
Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum Nomor Register
07/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;

Berita Acara Nomor: 452 /PP.02.1-
BA/64/Prov/VII[/2018 tentang Hasil Verifikasi
Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal
Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Hasil Putusan Bawaslu pada Pemilihan Umum
Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN NOMOR : 364/PP.02.1-
Kpt/64/Prov/VIIl/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI




KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 20109.

KESATU : Menetapkan Hasil Verifikasi terhadap Dokumen Pasca
Putusan Badan Pegawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Timur menyatakan calon atas nama
HALIMAH dari Partai Gerakan Indonesia Raya
(GERINDRA) Daerah Pemilihan 6 (enam) Nomor Urut
4 (empat) Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota
DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengembalikan Susunan Daerah Pemilihan
Kalimantan Timur 6 (enam) Partai Gerakan Indonesia
Raya (GERINDRA) dalam Daftar Calon Sementara
(DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk
selanjutnya di umumkan dan mendapatkan
pengesahan.

KETIGA : Pengembalian Susunan Daerah Pemilihan Kalimantan
Timur 6 (enam) Partai Gerakan Indonesia Raya
(GERINDRA) dalam Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Keputusan, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
i SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ttd

MOHAMMAD TAUFIK




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR:367/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018
TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
364/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPRD PROVINSI

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR 6
2 PARTAI GERAKAN
INDONESIA RAYA ;
Q INDONESIA RAYA
. i JENIS KAB/KOTA/KECAMATAN *)
UII:{ITR PAS FOTO NAMA LENGKAP KELAMIN | (TEMPAT TINGGAL BAKAL
(L/P) CALON)
1 HENRY PAILAN TP, SE L KOTA BONTANG

RUSIANTO, SH L KABUPATEN BERAU




NOMOR
URUT

PAS FOTO

JENIS KAB/KOTA/KECAMATAN *)
NAMA LENGKAP KELAMIN | (TEMPAT TINGGAL BAKAL
(L/P) CALON)
DIAH RIYANL, S.Pd., M.Pd p KABUPATEN BERAU
SULAMTO i KOTA SAMARINDA
AHMAD ALBERT R, S.Sos.,
MILOM L KOTA SAMARINDA
4
HALIMAH P KOTA BONTANG




NOMOR
URUT
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PAS FOTO
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JENIS KAB/KOTA/KECAMATAN *)
NAMA LENGKAP KELAMIN | (TEMPAT TINGGAL BAKAL
(L/P) CALON)
EKO JULIANTO L KABUPATEN KUTAI TIMUR
HERLIA RAHAYU P KABUPATEN KUTAI TIMUR
LELY RAHMI P KOTA BONTANG
Drs. SUWARDI L KOTA BONTANG




*
NOMOR JENIS KAB/KOTA/KECAMATAN *¥)

URUT PAS FOTO NAMA LENGKAP KELAMIN (TEMPAT TINGGAL BAKAL
(L/P) CALON)

s = 5 ; %
i -
; "n‘ls & o SHE T%\:
- S ‘33;

11 ‘ 3;. AINUN AZIZAH P KOTA BONTANG

12 AKHYAR, SE L KOTA SAMARINDA

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 14 Agustus 2018

KETUA KOMISI PELIMIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
igt KPU Provinsi Kalimantan Timur
Hukum, Teknis dan Hupmas




